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Abstrak 

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25 pada UMKM di Kota Medan. 

Tingkat kepatuhan yang rendah menyebabkan potensi pendapatan 

negara hilang dan ketimpangan. Studi ini bertujuan mengidentifikasi 

faktor determinan internal dan eksternal serta menganalisis 

kesenjangan implementasi kebijakan pajak nasional di tingkat lokal. 

Berdasarkan analisis tematik data dari 30 responden UMKM, 

ditemukan bahwa faktor dominan penghambat kepatuhan adalah 

rendahnya literasi perpajakan (18 responden), keterbatasan sumber 

daya staf (15 responden), dan kompleksitas prosedur pelaporan 

online (7 responden). Selain itu, lemahnya penegakan sanksi turut 

mengurangi efek deterrence. Simpulan penelitian 

merekomendasikan penyelenggaraan workshop penghitungan pajak, 

pengembangan aplikasi pelaporan yang ramah pengguna, dan 

pendampingan oleh konsultan pajak bagi UMKM. Penelitian ini 

berkontribusi pada model Tax Compliance Theory dengan 

memasukkan variabel kontekstual Indonesia serta memberikan 

rekomendasi berbasis bukti bagi otoritas pajak. 

 

Kata kunci — Kepatuhan pajak, PPh Pasal 25, UMKM, faktor 

penghambat, Kota Medan 

 

Article history 

Received: Mei 2025 

Reviewed: Mei 2025 

Published: Mei 2025 

 

Plagirism checker no 80 

Doi : prefix doi : 

10.8734/musytari.v1i2.365 

Copyright : author 

Publish by : musytari 

 

 

This work is licensed 

under a creative 

commons attribution-

noncommercial 4.0 

international license 

 

 

 

 

 

Pendahuluan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar fundamental perekonomian 

Indonesia, menyumbang 61% terhadap PDB dan menyerap 97% tenaga kerja (KemenkopUKM, 

2023). Kontribusi strategis ini seharusnya berbanding lurus dengan partisipasi dalam 

penerimaan pajak. Namun, realitas menunjukkan tingkat kepatuhan pajak UMKM masih rendah, 

khususnya dalam pembayaran angsuran PPh Pasal 25. Studi di Singaraja (Bali) mengungkapkan 

hanya 28% UMKM yang patuh melaporkan kewajiban PPh Pasal 25 secara konsisten (Sari & 

Maradona, 2020), sementara di Kota Medan—sebagai hub ekonomi Sumatera—gejala 

ketidakpatuhan ini semakin kritis berdasarkan laporan awal DJP Pratama Medan Barat (2024). 

Rendahnya kepatuhan tidak hanya mengakibatkan potensi pendapatan negara hilang hingga Rp 

2,3 triliun per tahun (Direktorat Jenderal Pajak, 2023), tetapi juga memicu ketimpangan beban 

pajak dan distorsi pasar (Inasius, 2019). 

Dari perspektif hukum, ketidakpatuhan pembayaran PPh Pasal 25 berimplikasi pada akumulasi 

sanksi administratif berupa bunga 2% per bulan (Lubis et al., 2024), yang justru memperburuk 
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kesehatan keuangan UMKM. Pemerintah telah berupaya meningkatkan kepatuhan melalui 

kebijakan insentif seperti tarif final 0,5% berdasarkan PP No. 23/2018 dan relaksasi selama 

pandemi (Budiman et al., 2022). Namun, efektivitas kebijakan ini terhambat oleh kompleksitas 

administrasi, kurangnya pemahaman teknis, dan rendahnya kepercayaan pada otoritas pajak 

(Appiah et al., 2024; Judijanto, 2024). Di Medan, tantangan diperparah oleh terbatasnya 

kapasitas pencatatan keuangan—hanya 15% UMKM yang menerapkan pembukuan standar (Dinas 

Koperasi Kota Medan, 2023). 

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan kritis yaitu Faktor 

dominan apa yang menghambat kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25 pada UMKM di Kota Medan? 

dan Bagaimana persepsi pelaku UMKM terhadap kebijakan angsuran PPh Pasal 25 dan kualitas 

layanan fiskal di wilayah tersebut? Penelitian ini bertujuan untuk Mengidentifikasi faktor 

determinan (internal dan eksternal) yang memengaruhi kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25 

UMKM di Medan, dengan fokus pada dimensi pengetahuan pajak, persepsi keadilan fiskal, 

efisiensi biaya kepatuhan, dan kualitas layanan DJP (Michael & Widjaja, 2024; Nartey, 2023) 

dan Menganalisis kesenjangan implementasi kebijakan pajak nasional pada konteks lokal 

Medan, termasuk hambatan struktural dan kultural yang unik (Judijanto, 2024).  

Secara teoretis, temuan ini akan memperkaya model Tax Compliance Theory dengan 

mengintegrasikan variabel kontekstual Indonesia—khususnya dinamika UMKM di wilayah urban—

yang selama ini kurang terwakili dalam literatur global (Inasius, 2019; Bruno, 2019). Secara 

praktis, hasil studi akan menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi DJP Kota Medan dalam 

mendesain skema kepatuhan user-friendly bagi UMKM, serta pelaku usaha untuk meningkatkan 

kapasitas manajemen fiskal. Rekomendasi ini selaras dengan agenda reformasi administrasi 

pajak berbasis evidence-based policy yang digaungkan Kemenkeu (Nuryanah et al., 2021). 

 

Kajian Pustaka 

A.Konsep Kepatuhan Pajak 

Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban 

perpajakan secara sukarela (voluntary compliance) sesuai peraturan yang berlaku, meliputi 

penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak (Inasius, 2019; Michael & Widjaja, 2024). 

Dalam konteks UMKM, kepatuhan ini mencakup kesadaran untuk membayar pajak penghasilan 

secara tepat waktu meskipun dengan sumber daya terbatas (Sari & Maradona, 2020). Studi 

menunjukkan bahwa kepatuhan pajak bukan semata-mata hasil dari penegakan hukum 

(deterrence), tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial seperti kepercayaan 

terhadap pemerintah, persepsi keadilan sistem pajak, serta norma moral (Appiah, Domeher, & 

Agana, 2024; Dularif & Rustiarini, 2021). 

Kepatuhan pajak dapat diklasifikasikan menjadi tiga dimensi: 
1. Formal, terkait kepatuhan administratif seperti ketepatan penyampaian SPT; 

2. Material, berkaitan dengan kebenaran penghitungan pajak; 
3. Moral, merujuk pada kesadaran intrinsik wajib pajak untuk berkontribusi bagi 

pembangunan negara (Nartey, 2023; Sari & Maradona, 2020). 

Pada UMKM, rendahnya kepatuhan pajak sering disebabkan oleh kompleksitas administrasi, 

keterbatasan pengetahuan teknis perpajakan, dan persepsi ketidakadilan kebijakan (Judijanto, 

2024; Wiliam et al., 2024). Sebaliknya, insentif pajak dan sosialisasi yang efektif dapat 

meningkatkan kepatuhan dengan mengurangi beban kepatuhan (compliance burden) dan 

membangun kepercayaan (Budiman et al., 2022; Sari & Maradona, 2020). Implementasi 

teknologi juga berperan sebagai moderator yang memperkuat hubungan antara pemahaman 

pajak dan kepatuhan, terutama dalam konteks pelaporan PPh Pasal 25 (Michael & Widjaja, 

2024) 
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B.PPh Pasal 25 dan UMKM 

PPh Pasal 25 merupakan mekanisme pembayaran angsuran pajak penghasilan yang wajib 

dibayar secara bulanan oleh Wajib Pajak badan maupun orang pribadi pengusaha selama tahun 

berjalan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh dan peraturan turunannya (Ahmarani 

et al., 2024; Lubis et al., 2024). Besarnya angsuran ini dihitung berdasarkan Surat 

Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun sebelumnya, dengan penyesuaian terhadap kredit pajak 

dan perubahan tarif pajak yang berlaku (Tiran & Widjaja, 2024). Untuk UMKM, skema ini 

berfungsi sebagai alat untuk mendistribusikan beban pajak secara proporsional sepanjang 

tahun, sehingga mengurangi tekanan keuangan akibat pembayaran tunggal di akhir periode 

(Lubis et al., 2024). 

Dalam konteks UMKM, penerapan PPh Pasal 25 sering dikaitkan dengan kebijakan khusus seperti 

PP No. 23/2018 yang menetapkan tarif final sebesar 0,5% atas peredaran bruto, meskipun 

mekanisme angsuran tetap berlaku bagi UMKM yang memilih skema umum atau telah melebihi 

batas omzet tertentu (Setyawan & Sukarno, 2021; Budiman et al., 2022). Studi pada UMKM di 

Kudus menunjukkan bahwa pengetahuan tentang insentif pajak—termasuk skema angsuran—

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, meskipun implementasinya masih terkendala oleh 

kompleksitas administrasi (Budiman et al., 2022). Tantangan utama meliputi ketidakpahaman 

dalam penghitungan angsuran, kesulitan pelaporan, dan ketidaksadaran akan manfaat 

pembayaran berkala untuk pengelolaan arus kas (Wiliam et al., 2024; Sari & Maradona, 2020). 

Implementasi efektif PPh Pasal 25 pada UMKM memerlukan pendampingan teknis, seperti yang 

terlihat pada kasus CV Visi Printing di Medan, di mana angsuran bulanan sebesar Rp 3,553,000 

berhasil meningkatkan likuiditas usaha dan menghindari penumpukan kewajiban pajak di akhir 

tahun (Lubis et al., 2024). Namun, evaluasi di Tangerang Selatan mengungkapkan bahwa UMKM 

dengan omzet di atas Rp 4,8 miliar cenderung kesulitan beralih dari tarif final ke skema 

angsuran akibat lemahnya kapasitas pembukuan (Setyawan & Sukarno, 2021). Oleh karena itu, 

sosialisasi berbasis teknologi dan penyederhanaan prosedur pelaporan menjadi kunci untuk 

mengoptimalkan peran PPh Pasal 25 dalam mendukung sustainability UMKM (Michael & Widjaja, 

2024). 

C.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan (Variabel Penelitian) 

Kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25 pada UMKM dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara 

faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pengetahuan perpajakan yang memadai, 

di mana pemahaman teknis tentang mekanisme penghitungan angsuran PPh Pasal 25 secara 

signifikan meningkatkan kepatuhan, sebagaimana ditemukan pada UMKM di Kudus yang mampu 

memanfaatkan insentif pajak setelah mendapat edukasi memadai (Budiman et al., 2022). 

Persepsi keadilan sistem pajak juga berperan krusial; studi di Ghana menunjukkan bahwa 

persepsi ketidakadilan tarif atau penggunaan dana pajak mengurangi motivasi kepatuhan 

sukarela (Appiah et al., 2024). Di sisi lain, kemampuan finansial UMKM menjadi penghambat 

utama ketika arus kas tidak stabil, sehingga pembayaran angsuran bulanan dianggap 

membebani operasional usaha (Sari & Maradona, 2020). 

Faktor eksternal meliputi efektivitas sanksi pajak yang berfungsi sebagai pendorong kepatuhan 

melalui mekanisme deterrence, terutama pada UMKM dengan kesadaran pajak rendah. Riset di 

Jambi membuktikan bahwa sanksi administrasi berupa denda keterlambatan secara signifikan 

meningkatkan kepatuhan pelaku usaha kuliner (Mansur et al., 2023). Kualitas pelayanan fiskus, 

termasuk kemudahan konsultasi dan responsivitas petugas, turut membangun kepercayaan 

wajib pajak. Reformasi administrasi pajak di Indonesia pasca PP No. 23/2018 dinilai efektif 

ketika penyederhanaan prosedur diikuti oleh pendampingan intensif (Nuryanah et al., 2021). 

Namun, lingkungan usaha yang tidak mendukung—seperti tekanan kompetitif atau kebijakan 

daerah yang tumpang tindih—dapat memperparah beban kepatuhan (compliance burden). Studi 
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di Bangka Selatan mengungkapkan bahwa minimnya infrastruktur pendukung seperti pelatihan 

pembukuan menyebabkan rendahnya pemahaman tarif PPh Pasal 25 (Aprilian & S, 2023). 

Dukungan pemerintah melalui insentif dan digitalisasi layanan, seperti aplikasi pelaporan 

online, terbukti memoderasi hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan dengan 

mengurangi kompleksitas administratif (Michael & Widjaja, 2024). 

Secara holistik, ketidakpatuhan UMKM kerap bersifat struktural. Temuan di Sunggal (Deli 

Serdang) menunjukkan bahwa 97% UMKM tidak memahami mekanisme PPh Pasal 25 akibat 

terbatasnya akses terhadap sosialisasi dan rendahnya literasi keuangan (Wiliam et al., 2024). 

Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan memerlukan pendekatan multidimensi yang 

mengintegrasikan penyederhanaan regulasi, peningkatan kapasitas fiskus, dan inovasi teknologi 

untuk menjawab tantangan spesifik konteks lokal seperti di Medan (Judijanto, 2024). 

D.Studi Terdahulu 

Riset terdahulu mengenai kepatuhan pajak UMKM menunjukkan variasi temuan berdasarkan 

konteks geografis dan pendekatan metodologis. Studi oleh Sari & Maradona (2020) di Singaraja, 

Bali, mengidentifikasi kesadaran pajak sebagai faktor dominan yang mempengaruhi kepatuhan 

PPh UMKM, di mana persepsi kontribusi pajak bagi kesejahteraan nasional menjadi motivasi 

intrinsik utama. Temuan ini selaras dengan riset Appiah et al. (2024) di Ghana yang menegaskan 

peran kepercayaan terhadap pemerintah dan persepsi keadilan sistem pajak sebagai pilar 

kepatuhan sukarela. Namun, studi Budiman et al. (2022) di Kudus mengoreksi narasi tersebut 

dengan menunjukkan bahwa pengetahuan insentif pajak (termasuk PPh Pasal 25) lebih 

berpengaruh daripada kesadaran abstrak, meskipun implementasinya tidak otomatis 

meningkatkan kepatuhan tanpa pendampingan teknis. 

Pada tataran kebijakan, evaluasi Setyawan & Sukarno (2021) terhadap UMKM di Tangerang 

Selatan mengungkap kegagalan transisi dari skema final 0,5% ke angsuran PPh Pasal 25 bagi 

UMKM beromzet >Rp 4,8 miliar, yang disebabkan oleh ketidaksiapan pembukuan. Hal ini 

memperkuat temuan Wiliam et al. (2024) di Deli Serdang (Sumatera Utara) bahwa 97% UMKM 

tidak memahami mekanisme penghitungan angsuran akibat minimnya literasi akuntansi. 

Sementara itu, riset Michael & Widjaja (2024) di Jakarta memberikan perspektif baru tentang 

peran teknologi sebagai katalis: pemanfaatan aplikasi pelaporan online terbukti memoderasi 

hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan PPh Pasal 25, terutama bagi UMKM dengan 

sumber daya terbatas. 

Studi Lubis et al. (2024) tentang CV Visi Printing di Medan menjadi rujukan kritis bagi penelitian 

ini, karena secara empiris membuktikan bahwa implementasi angsuran PPh Pasal 25 yang 

terstruktur (Rp 3,553,000/bulan) meningkatkan likuiditas dan menghindari penumpukan utang 

pajak. Namun, temuan ini kontras dengan kondisi UMKM skala mikro di wilayah yang sama yang 

masih menghadapi kendala administratif berat (Aprilian & S, 2023). Dengan demikian, 

penelitian di Medan perlu mempertimbangkan disparitas kapasitas UMKM dan ketimpangan 

akses terhadap sosialisasi fiskal sebagai variabel kunci. 

Secara metodologis, pendekatan Inasius (2019) yang mengintegrasikan teori kelompok referen 

(referral group) dalam konteks Jakarta relevan untuk dianalisis ulang di Medan, mengingat 

karakteristik kultural masyarakat Sumatera yang kental dengan jaringan sosial. Sementara riset 

kualitatif Sari & Maradona (2020) menyoroti perlunya pendekatan etnografis untuk memahami 

hambatan psikologis UMKM, studi Mansur et al. (2023) di Jambi menekankan urgensi sanksi 

progresif sebagai pendorang eksternal. 

E.Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual penelitian ini mengintegrasikan faktor-faktor penentu kepatuhan 

pembayaran PPh Pasal 25 pada UMKM di Medan berdasarkan sintesis temuan kritis studi 

terdahulu dan karakteristik lokal. Faktor internal terdiri dari pengetahuan perpajakan 
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(pemahaman teknis penghitungan angsuran PPh 25), persepsi keadilan (keyakinan atas 

proporsionalitas beban pajak), dan kemampuan finansial (stabilitas arus kas usaha), yang secara 

langsung memengaruhi kepatuhan sebagaimana terbukti pada UMKM di Kudus dan Singaraja 

(Budiman et al., 2022; Sari & Maradona, 2020). Faktor eksternal meliputi efektivitas sanksi 

(denda administratif), kualitas pelayanan fiskus (responsivitas petugas pajak), dan lingkungan 

usaha (dukungan pemerintah daerah), di mana ketiganya berinteraksi membentuk persepsi 

risiko dan kemudahan kepatuhan (Mansur et al., 2023; Nuryanah et al., 2021). 

 

 

 

4.2Hasil Dan Pembahasan  

A.Profil Responden 

Sub-bagian ini menyajikan karakteristik dasar dari UMKM yang menjadi responden dalam 

penelitian ini. Karakteristik utama yang dianalisis meliputi sektor usaha dan omzet tahunan. 

Distribusi responden berdasarkan sektor usaha menunjukkan keragaman jenis usaha yang 

dijalankan oleh UMKM di Kota Medan. Sektor usaha yang paling banyak diwakili adalah 

percetakan, diikuti oleh elektronik, salon, dan jasa kebersihan. Distribusi lengkap dapat dilihat 

pada Gambar 1 

 

 

Sektor Usaha 

Jumlah 

Responden 

Percetakan 7 

Elektronik 5 

Salon 4 

Jasa Kebersihan 4 

Makanan & 

Minuman 3 
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Fotografi 3 

Fashion 2 

Konveksi 2 

Selanjutnya, analisis mengenai omzet tahunan responden memberikan gambaran mengenai 

skala ekonomi UMKM yang terlibat. Ringkasan statistik omzet disajikan pada Tabel 2, dan 

distribusinya dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

B.Temuan Faktor Penghambat Kepatuhan 

Sub-bagian ini menguraikan temuan mengenai faktor-faktor utama yang diidentifikasi sebagai 

penghambat kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25 oleh responden UMKM di Kota Medan. Analisis 

didasarkan pada data tematik yang dikumpulkan. Berdasarkan analisis data tematik dari 

Tabel_Kategori_Tematik.csv, ditemukan beberapa faktor utama yang menghambat kepatuhan 

pembayaran PPh Pasal 25 pada UMKM di Kota Medan. Faktor-faktor ini dapat dikelompokkan 

menjadi faktor internal dan eksternal sebagai berikut: 

Faktor Internal: 

● Minimnya pemahaman teknis: Sebanyak 18 responden menyatakan hal ini sebagai 
kendala. Contoh kutipan: “Saya nggak tahu cara ngitung PPh 25, jadi takut salah…” 
● Keterbatasan sumber daya (staf): Sebanyak 15 responden menyatakan hal ini sebagai 
kendala. Contoh kutipan: “Kami hanya dua orang, nggak punya orang buat urus pajak.” 

Faktor Eksternal: 

● Rumitnya prosedur pelaporan (sistem online): Sebanyak 7 responden mengalaminya. 
Contoh kutipan: “E-filing itu susah dimengerti.” 

Catatan: Analisis ini didasarkan pada data tematik yang tersedia. Faktor lain seperti 

keterbatasan modal usaha dan persepsi sanksi yang disebutkan dalam permintaan awal tidak 

secara eksplisit muncul sebagai kategori utama dalam data tematik ini, namun mungkin 

tercermin dalam data responden individu atau observasi. 

Analisis ini mengidentifikasi bahwa kurangnya pemahaman teknis perpajakan dan keterbatasan 

sumber daya internal (staf) menjadi penghambat signifikan dari sisi UMKM. Sementara itu, dari 

sisi eksternal, kerumitan prosedur pelaporan online juga menjadi isu yang perlu diperhatikan. 

C.Analisis Kontekstual 
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Temuan penelitian ini mengungkapkan kompleksitas interaksi antara faktor internal dan 

eksternal dalam memengaruhi kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25 pada UMKM di Kota Medan. 

Secara teoritis, hasil ini memperkuat premis teori deterrence yang menekankan peran sanksi 

administratif sebagai pengendali perilaku kepatuhan (Mansur et al., 2023). Namun, pada 

konteks Medan, efektivitas sanksi 2% per bulan (Lubis et al., 2024) justru terhambat oleh 

minimnya pemahaman teknis responden mengenai implikasi ketidakpatuhan. Sebanyak 18 

UMKM mengaku "takut salah hitung" sehingga enggan memulai proses pelaporan—fenomena yang 

mengindikasikan kegagalan mekanisme deterrence ketika pengetahuan dasar perpajakan belum 

terinternalisasi. Di sisi lain, aspek tax morale (kesadaran pajak intrinsik) yang menjadi pilar 

utama dalam studi Sari & Maradona (2020) di Bali, justru tidak muncul sebagai faktor dominan 

di Medan. Sebaliknya, persepsi ketidakadilan sistemik terlihat ketika UMKM menganggap 

prosedur pelaporan online yang rumit (dialami 7 responden) sebagai bentuk ketidakpedulian 

otoritas pajak terhadap keterbatasan sumber daya mereka—faktor yang menurut Appiah et al. 

(2024) dapat merusak kepercayaan wajib pajak. 

Dalam perbandingan dengan studi terdahulu, temuan tentang dominasi kendala teknis 

(pemahaman penghitungan angsuran dan administrasi) selaras dengan penelitian Wiliam et al. 

(2024) di Deli Serdang yang melaporkan 97% UMKM tidak memahami mekanisme PPh Pasal 25 

akibat literasi akuntansi rendah. Namun, berbeda dengan konteks Kudus di mana pendampingan 

teknis berhasil meningkatkan pemanfaatan insentif pajak (Budiman et al., 2022), UMKM Medan 

justru terkendala keterbatasan staf (15 responden) untuk mengakses sosialisasi tersebut. Hal 

ini mengonfirmasi tesis Judijanto (2024) tentang perlunya pendekatan kebijakan berbasis 

karakteristik lokal. Sementara itu, efektivitas teknologi sebagai katalis kepatuhan (Michael & 

Widjaja, 2024) tidak terwujud di Medan karena kerumitan e-filing justru memperparah beban 

kepatuhan (compliance burden), terutama pada UMKM mikro dengan sumber daya terbatas—

fenomena yang kontras dengan keberhasilan implementasi serupa di Jakarta. 

Analisis lebih jauh mengungkap disparitas struktural antara UMKM skala kecil dan menengah. 

Studi kasus CV Visi Printing di Medan (Lubis et al., 2024) membuktikan bahwa mekanisme 

angsuran Rp 3,553,000/bulan dapat meningkatkan likuiditas usaha, tetapi temuan ini tidak 

berlaku bagi UMKM mikro dengan arus kas tidak stabil. Ketidakmampuan mengelola pembukuan 

standar (hanya 15% UMKM di Medan menurut Dinas Koperasi Kota Medan, 2023) menyebabkan 

mereka gagal memanfaatkan skema angsuran—problem yang juga ditemukan pada UMKM 

Tangerang Selatan dengan omzet >Rp 4,8 miliar (Setyawan & Sukarno, 2021). Dengan demikian, 

rendahnya kepatuhan di Medan bukan semata-mata persoalan kesadaran atau sanksi, melainkan 

akibat ketidakselarasan kebijakan nasional dengan kapasitas riil UMKM lokal, sebagaimana 

diingatkan Inasius (2019) dalam konteks disparitas fiskal Indonesia. 

 

5.Kesimpulan Dan Saran 

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kepatuhan pembayaran PPh Pasal 25 pada UMKM di Kota 

Medan terutama terhambat oleh tiga faktor dominan: rendahnya literasi perpajakan, 

kompleksitas administrasi pelaporan, dan lemahnya penegakan sanksi. Minimnya pemahaman 

teknis penghitungan angsuran pajak—yang dialami 18 dari 30 responden—menjadi penghalang 

utama, diperparah oleh keterbatasan sumber daya internal UMKM (khususnya staf) untuk 

mengelola kewajiban fiskal. Di sisi eksternal, prosedur e-filing yang rumit dan tidak adaptif 

dengan kapasitas pelaku usaha mikro menciptakan compliance burden tambahan, sementara 

ketidakkonsistenan penerapan sanksi administratif oleh otoritas pajak melemahkan efek 

deterrence sebagaimana diamanatkan regulasi. Temuan ini memperkuat studi Wiliam et al. 
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(2024) di Deli Serdang tentang disparitas literasi akuntansi, sekaligus mengonfirmasi kritik 

Judijanto (2024) mengenai ketidakselarasan kebijakan nasional dengan realitas kapasitas UMKM 

lokal. 

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan dua langkah strategis. 

Pertama, bagi DJP Pratama Medan Barat: (1) menyelenggarakan workshop rutin berbasis studi 

kasus praktis penghitungan PPh Pasal 25 untuk meningkatkan literasi fiskal pelaku UMKM, dan 

(2) mengembangkan aplikasi pelaporan mobile-friendly dengan antarmuka intuitif yang 

menyederhanakan proses e-filing. Kedua, bagi UMKM: membentuk kolaborasi dengan konsultan 

pajak melalui skema pendampingan berbiaya terjangkau guna mengatasi keterbatasan staf dan 

pembukuan. Rekomendasi ini dirancang untuk memitigasi hambatan struktural sekaligus 

membangun trust dalam sistem perpajakan. 

Untuk penelitian lanjutan, diperlukan uji kuantitatif guna memvalidasi bobot pengaruh masing-

masing faktor dominan (literasi, kompleksitas, dan penegakan sanksi) serta eksplorasi 

mendalam tentang peran teknologi sebagai katalis kepatuhan dalam konteks urban Sumatera. 

Pendekatan mixed-methods dengan cakupan sampel lebih luas juga disarankan untuk 

mengungkap dinamika kultural spesifik yang memengaruhi persepsi keadilan fiskal di kalangan 

UMKM Medan. 
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